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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MUSI RAWAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH 
• 

KABUPATEN MUSI RAWAS 

NOMOR : 19 I KPTS I KPU. MURA 12005 

TENT ANG 

PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005 . 

KOMIS! PF.MILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS 

• 

Menimbang 

Mengingat 

, baliwa Perrnhhan Bupali dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 

2005 diselcnggarakan secara lebih Demokratis, Berkuahtas dengan 
Parlisipasi Ral,.yal seluas - luasnya dan dilaksanakan berdassnen Asas 

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. 

h Berdasarkan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 06 
T,hun 20JG Pasal 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 lenlang 
Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhenlian Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Ra was T ahun 2005 pertu adanya 
Pemanlau baik dan Kelompok LSM, Sadan Hukum Nasional. 

b. bahwa Pelaksanaan Pemilihan Bupali dan Wakil Bupali Kabupaten Musi 

Rawas, sebagaimana dimaksud dalam pain (a), pertu ditetapkan dengan 
Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Daerao Kabupaten Musi Rawas. 

1. Undang - Undang Nomor : 32 T ahun 2004 ten tang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lnd?nesia Nomor: 4437). 

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhenlian Kepala Daeraltdan Wakif 

Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

: 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4480 ). 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

Rapa! Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas 

pada tanggal 06 Apnl 2005. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI 
RAWAS TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI KABIIPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

• 

Dalam Kepulusan ini yang dimaksud dengan . 

1. Pemihhan Kepala Daerah yang disebut Pilkada adalah Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat 

Kabu;,aten Musi Rawas yang teryabueg dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarl<an . 
Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 . 

• 
2. Komisi Pemihhan Umum Daerah yang selanjutnya dsebut KPUD adalah Kom,si Pemihhan Umum 

Daerch Kabu�alt n Mus, Rawas yang d,benluk oleh Komis, Pem,hhan Umum secara Langsung, 
Nasional, Tetap dan Mand,n yang d1benkan tugas khusus berdasarl<an Undang - Undang Nomor : 

32 Tahun 2004 untuk Menyelenggara Pilkada yang bersifat Lokal secara Profesional, Jujur, Adil, 
lndevcnden dan Terbul.:a 

3. Pemanlau Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemantau P1lkada mehputi ; LSM, 
Hukurr L 

4. Pcmanlauan Jdalah keq.ata'i yang dllakukan berkaitan denqan seuap tahapan Pclaksanaan Pilkada 

ya11g d·lakukan se zra otyen,f dan tid3k merrahak. 

5. Panw 1�d 'ldai0h 111lia renga"··�a· Pilkada yang mempunyai tugas melakukan jY'ngawasan 
!rr dim �lurul• rro ' 1 Jtior n r err.1!ihan 8upati dan Wakil Bupali Kabupaten Musi Rawas 

1 l l 

6. Akmditasi idalall mberian lzin Pementauan kepada Pemanlau Pilkada yang lelah memenuhi 

pcrsyaratan yang d1tenlukm1 oleh Kom,s, Pemihhan Umum Daerah Kabupaten Mus, Rawas sesuai 
de119. 111 Peraluran Perundailg - Undanga,, 

7. Kade Elik Pemanlauan adalah Prinstp - Prinsip Dasar Elika Pemantauan yang harus dipaluh, oleh 

Pemantau Pilkada •• 
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BAB II 
PERSYARATAN DAN TEKHNIS PENDAFTARAN PEMANTAU 

Paaal 2 

1. Pemanlau cebagaimana dimaksud pada Pasal 1 poin (3) harus memenuhi persyaratan sebagai 

benkut 

a Bersuat lndependen 
b. Mc;npunyai Sum·ier oeoa yang jelas 

c. Mendafta, dan mendapolkan Akrednasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupalen Musi 

Rawns 
d. Memaluhi segala Perat: •a·, f'en.ndang - Undangan 
e. �·0nt Formu .aftaran yang telah d,sed•almn Komisi Pemuhan Umum Daerah 

xaouoaten �1u·, Rav.�s 
f. Sanggup meny mpa,kan taoorsn I asil Pemantauannya palmg lamoat 7 (lu1uh) han selelah · 

Pelast,kan k,c"Jda Daerah Torp1lih 

2. Me.1yampa1kan Proposal yang berisi : 

a Nama Pernantau 
b Surat Rekomendasi dari lnstansi T empat Organisasi T erdaftar I Akte No tans Organisasi 

c Jemlah anggola Pemanlau yang akan diturunkan 

d. Alokas, Tempat Pemanlauan, T1ngkal Kecamatan I Kelurahan I Desa I TPS 

e. Nama, Alamat dan Pekerjaan Pengurus (Kelua dan Sekretans) 
f. Pas Foto berwarna 4 x 6 cm masing - masing sebanyak 2 lembar (Ketua dan Sekrolaris) 

g Sumber dan Jumlah Dana yang lersedia 

h Alokasi Penggunaan Dana, Jumlah Dana yang dibutuhkan 

Pasal 3 

Pemanlau yang mendaftarkan lembaganya untuk melaksanakan Pemantauan Proses Pllkada 

Kabupalen Musi Rawas dan lelah memenuhi persyaralan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Komisi 

Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas melakukan penelilian dan memberikan Sertifikal 

Akredilasi serta membenkan Fonnulir Caloo Anggota Pemantau. 

Pasal 4 

Setiap Pemantau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai hak, kewajiban dan larangan 
' sebagaimanadialurdalam Pasal 118, 119 dan Pasal 120 PP Nomor : 6 Tahun 2005. 

Pasal 5 

Pcmantau yang melakukan pelanggaran asan diambil tindakan sebag 1imana diatur pada Pasal 121 

PP nomor : 6 T ahun 2005. 
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Pasal 6 

Selama Proses Pemantouan Pilkada, Pelugas Pemanlau harus membawa Kartu Tanda Pengenal yang 
diberikan Komisi rernilih:\!1 Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas serta menlaali, memrttuhi segala 
kelentuan yang berkenaan dengan Pilkada dan Kade El1k Pemantau Pemilihan sebagaimana yang 
dimaksud pada Pasal 4 dan 5. 

BAB Ill 
PENUTUP 

Pasal 7 
Kepctusa,> ini mul8i berla,u pada tanggal duetapkan . 

DITETAPKAN DI 

PADA TANGGAL 
LUBUK LIIIGGAU 
06 APRIL 2005 

• 

SI PEMILIHAN UMUM 
EN MUSI RAWAS 
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